
WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBT'H
NOMOR: 67 TNIUN 2019

TENTANG

PEI{JABARAN PERUBNIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHT'N ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun

Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Walikota

Payakumbuh tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

l.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (L,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor i Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasionai (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 8577) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O15 Nomor 59 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90'

Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

44L6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Pemerintah Nomor 2l Tahun 2007 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta}:.ur. 2OO4

tentang Kedudukan Protokoier dan Keuangan Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

47 r2l;
1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a5o2l;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO5 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Republik Indonesia Nomor 4585);

1 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang

Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (L€mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Pinjaman Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

5219l,;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5272);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 17 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

2 J. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970

tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan

Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 19);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor t3 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 I Tahun 201 1

lentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman



MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Rp. 876.989.696.3O2,- berkurang Rp. 50.428.514,- sehingga

Rp. 876.939.267.788,-, dengan rincian sebagai berikut :

I. PENDAPATAN DAERAH

a. semula Rp.

b. berkurang RP'

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp'

II. BELANJA DAERAH

a. semula RP'

b. berkurang RP.

Jumlah belanja setelah perubahan Rp.

Surplus / Defisit (setelah perubahan) Rp.

825.999.652.537,-

875.339.696.302,-

semula

menjadi

0.or 6.452.140).-

818.983.200.397,-

(4 050.428.5 14).-

87t.289.267.788,-

(52.306.067.391,-)

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 201 I Nomor 310);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol9 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Irmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016

Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Payakumbuh Nomor 25);

26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2018

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh

Tahun 2018 Nomor 9);

27. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2019

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh

Tahun 2019 Nomor 1);



III. PEMBIAYAAN DAERAH

]. Penerimaan

a. Semula

b. Bertambah

Jumlah setelah perubahan

2. Pengeluaran

a. Semula

b. Bertambah

Jumlah setelah perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,-

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih

lanjut pada Lampiran peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 2 September 2019
WALIKOTA P MBUH,

RIZA EPI

SEKRETARIS DAERAH K A PAYAKUMBUH

Rp. 50.990.043.765,-

Rp. 6.966.023.626,-

Rp. 57.956.067.391,-

Rp. 1.650.000.000,-

Rp. 4.000.000.00o,-

Rp. 5.650.000.000,-

Rp. 52.306.067.39 1,-

7

RIDA ANANDA

BBRITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 6

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 2 September 2019


